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ABSTRAK

Pendaftaran tanah merupakan tugas yang diselenggarakan pemerintah dalam
rangka menjamin kepastian hukum dalam bidang pertanahan sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 19 UUPA. Tujuan pendaftaran tanah termuat dalam PP. No. 24
Tahun 1997 yang pada prinsipnya untuk memberikan kepastian hukum dan
perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, untuk menyediakan informasi
kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah, dan untuk
terselenggarakannya tertib administrasi pertanahan. Untuk itulah penelitian ini ingin
mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran t2aah secara sporadik di Desa
Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris.
Penelitian ini adalah diskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberi gambaran
tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Populasi dalam
penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam proses pendaftaran tanah hak
milik secara sporadik di Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Metode
penentuan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Dari desa tersebut
diambil lima dusun masing-masing dusun diambil dua crang yang tanahnya sudah
bersertifikat dan dua orang yang tanahnya belum bersertifikat. Selain itu dipilih nara
sumber lain yaitu Kades Boloh, Sekdcs Boloh, para Kadus se-Desa Boloh, PPAT
Camat, dan dua orang dari Kantor Pertanahan. Setelah data dikumpulkan dengan
metode observasi dan interview maka dilakukan analisis data. Analisis data dalam
penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu dari data yang diperoleh disusun secara
sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah
yang dibahas. Pengertian dianalisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan
penginterpretasian secara logis sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir
deduktif induktif dan mengikuti tata tertib penulisan laporan penelitian ilmiah,

Sertiftkat tanah hak milik yang telah dihasilkan oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Grobogan di lokasi penelitian sebanyak : Hak Milik : 2898 buah, Hak
Pakai : 8 buah, Hak Guna Bangunan : 2 buah. Sedangkan hak lain belum pernah
diterbitkan. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik
secara sporadik di lokasi penelitian adalah masyarakat masih belum adanya kesadaran
hukum dan kurang mengerti arti pentingnya sertifikat sebagai bukti kepemilikan hak.
Disamping itu masyarakat masih menganggap biaya yang tinggi dalam pendaftaran
tanah hak milik sebagai penyebab enggannya masyarakat untuk melaksanakan
pendaftaran tanah. Hal ini membuka peluang terjadinya percaloan, ditambah sikap
mental dari aparat yang masih perlu ditingkatkan.

Kesimpulan, pendaftaran tanah hak milik secara sporadik (individu) di Desa
Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan kurang mendapatkan hasil yang
maksimal. Hal ini terlihat dari jumlah pemohon pendaftaran tanah jenis ini masih jauh
dari harapan. Secara umum pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik secara sporadik
belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Faktor pengrambat : tidak adanya alokasi
anggaran dari pemerintah untuk pendaftaran tanah s..ara sporadik, anggapan dari
masyarakat cukup dengan petuk pajak sebagai bukti kepemilikan hak. Sehingga
sertifikat tidak dianggap penting. Sikap mental aparat yang masih kurang profesional.
Hal ini membuka peluang terjadinya percaloan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah

hak miiik secara sporadik.
xiii




ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF THE SPORADICALLY REGISTRATION OF
OWNERSHIP RIGHT AT BOLOH SUBDISTRICT, TOROH DISTRIC, GROBOGAN
REGENCY

In order to achieve legal security, the government should undertake registration as
provided in article 19 of the Basic Agrarian Law of 1960 (Undang-Undang Pokok
Agraria). The aim of land registration is in principle to achieve legal security and legal
protection to the holder of ownership right and provide information to the interest parties
including government and also establish land administration order. This research,
therefore, is to know how the implementation of the sporadically land registration at
Boloh Subdistrict, Toroh District, Grobogan Regency,

The used approach of this research is socio-legal approach. The research
constitutes descriptive-analysis, intended to describe an incident or relation among the
two incidents or more. Research population is any person who involves in the process of
the sporadically ownership -tight registration at Boloh Subdistrict Toroh District
Grobogan Regency. The mewod of sample determination is purposive sampling. Five
orchards from the subdistrict constitute sample and two persons as sample taken from
each orchard. They both have certificate and haven’t. In addition, it is used other sources
namely Boloh subdistrict head, subdistrict secretary, all village head of the subdistrict,
Pejabat Pembuat Akta Tanah (Land Deed Official), Camat (Chief of district) and two
employees from the Land Registry Office. The data collection was obtained by
observation and interview method. The systematically collected data is then to be
analyzed qualitatively to clarify the problem. The aim of the analysis is as clarification
and logic-systematically interpretation by using deductive and inductive method and

- comply with the custom of writing report in the scientific research.

The result shows that the Grobogan Regency Land Registry Office had produced
many certificates : 2898 certificates of ownership right, 8 certificates of right of use, 2
certificates of right of building. Other right certificate haven’t been published. The main
barriers of the implementation of the spcradically ownership right registration is legal
awareness of the society and lack of understanding the important of certificate as legal
document. The high cost of the registration also makes u~ willingness of the society to
register their land. The condition causes the presence of scalper rather than mentality of
the employee need to be improved.

The conclusion, the sporadically registration of ownership right is not maximum
enough at Boloh Subdistrict, Toroh District, Grobogan Regency. This result can be
shown the less of applicant to register their land. Generally speaking, the implementation
of the sporadically registration of ownership right is not optimal enough. The barriers are
: no budget of the government for the sporadically registration of ownership right, the
society belief of tax receipt (Petuk) as evidence of ownership right with the result that
certificate is not significant, unprofessional employee mentality making the existence of
scalper in relation with the implementation of the sporadically registration of ownership
right.




BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia saat ini dihadapkan pada
masalah penyediaan tanah. Tanah dibutuhkan oleh banyak orang, sementara
jumlahnya tidak bertambah atau tetap. Sehingga menyebabkan tanah produktif
semakin berkurang dan tidak dapat memenuhi kebutuhan akan tanah yang terus
meningkat. Hal ini sangat mempengaruhi semakin sulitnya penyediaan tanah untuk
kebutuhan membangun perumahan sebagai tempat tnggal, tanah untuk pertanian
maupun untuk berbagai fasilitas umum guna memenuhi tuntutan karena kemajuan di
berbagai sektor kehidupan.

Peranan tanah dalam kehidupan sosial, ekonomi serta laju pembangunan
semakin terasa, sejalan dengan tujuan pembangunan Nasional yaitu mewujudkan
masyarakat yang adil dan makmur sehingga tanah dapat dipergunakan untuk
kepentingan masyarakat Indonesia.

“ Mengingat pentingnya kedudukan dan fungsi dari tanah tersebut,
dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah, Pasal 19 ayat

(1) Undang-Undang Pokok Agraria telah menegaskan bahwa untuk menjamin

kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh

wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan

Peraturan Pemerintah,”!

Dalam ketentuan Pasal 33 UUD 1945 khususnya dalam ayat 3 disebutkan

bahwa tanah dikuasai dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

'K, Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976,
Hal. 19.

[P T-PUSTAL-HRlip!




“Hak menguasai dari negara tersebut berarti menurut hukun
memberikan wewenang kepada Negara selaku Badan Penguasa untuk
melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengatur dan menyelesaikan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan
pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.

2. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan bumi,
air dan ruang angkasa.

3. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan
perbuatan-ferbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang
angkasa.“

Dengan adanya hak menguasai dari Negara tersebut, maka negara selalu
berhak untuk campur tangan dalam pengertian bahwa setiap pemegang hak atas tanah
tidak akan terlepas dari hak menguasai Negara. Sejalan dengan itu, maka dalam Pasal
6 UUPA menetapkan bahwa semua hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang,
tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan atau tidak
dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu
menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Akan fetapi bukan berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak
sama sekali oleh kepentingan umum. Oleh karena itulah sudah sewajarnya tanah
dipelthara dengan baik serta dicegah kerusakannya. Beban kewajiban itu tidak hanya
diberikan pada pemilik hubungan hukum dengan tanzah itu.

Kewenangan Negara dalam peraturan di bidang Agraria ditujukan guna
mencapai apa yang menjadi tujuan dan cita-cita kepastian hukum, sehingga
masyarakat dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara aman dengan adanya
Jaminan perlindungan oleh undang-undang. Adapu.. jaminan mengenai kepastian
hukum tentang pemilikan tercantum dalam Pasal 19 ayat 1 UUPA yang bunyinya

sebagai berikut

* Bachtiar Effendi, “Pendafiaran Tanah di Indonesia dan Peraturan
Pelaksanaunnya,” Bandung, Alumni Bandung, 1993, halaman 2 — 3.




“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan-ketentuan
yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Dengan melakukan pendaftaran tanah maka seseorang akan mendapatkan
surat bukti pemilikan tanah yang lazim disebut sertifikat. Adanya sertifikat ini
menyebabkan seseorang akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari Negara
terhadap gangguan pihak lain.

“Sertifikat hak atas tanah adalah salinan buku tanah dan surat ukurnya

setelah dijilid menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang
bentuknya ditetapkan dengan Peraturan Menteri.”

Namun demikian, masih ada keengganan bagi masyarakat terutama di daerah-
daerah pedesaan untuk berusaha mendapatkan surat bukti sertifikat. Masih banyaknya
tanah-tanah yang belum bersertifikat baik berupa tanah hak milik adat atau tanah-
tanah Nepara yang digarap ini menunjukkan adanya hambatan-hambatan dan
kendala-kendala dalam pengurusan sertifikat tanah. Hambatan dan kendala itu bisa
muncul dari masyarakatnya itu sendiri maupun dari pemerintah atau pelaksana
petugas pendaftaran.

Sebagal pihak yang paling bertanggung jawab, maka Pemerintah dalam hal ini
telah mengambil kebijjaksanaan secara tegas terhadap masyarakat pemilik tanah.
Terhadap para pemilik tanah yang sebelumnya cukup dengan menunjukkan kitir
pajak (Pethuk Pajak), namun setelah dikeluarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1960
tentang Undang-Undang Pokok Agraria oleh pemerintah para pemilik tanah selain
petunjuk bukti seperti kitir pajak (Pethuk Pajak) pemilik tanah diisyaratkan harus bisa

menunjukkan Sertifikat Tanah.

* Boedi Harsono, “Hukum Agraria Indonesia,” Jakarta, Djambatan, 1997,
halaman 486.
K. Wantjik Saleh, “Hak Anda Aias Tanah,” Jakarta, Ghalia Indonesia, 1979,

halaman 64.




Tentang prosedur untuk mendapatkan sertifikat tanah telah diatur dalam
Peraturan Pemerintah ( PP ) No. 24 tahun 1997 yo Peraturan Pemerintah ( PP )No. 10
tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang merupakan perintah Pasal 19 dari
UUPA. Adapun pengertian Pendaftaran Tanah menurut PP No. 24 tahun 1997 Pasal
1 adalah sebagai berikut :

* Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintahan secara terus
menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan,
pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis,
dalam bentuk peta daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan
rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya
bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan
rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. “*

Sedangkan tujuaan diselenggarakannya pendaftaran tanah menurut Peraturan
Pemerintah ( PP ) No. 24 tahun 1997 Pasal 3 sebagaimana pada hakekatnya sudah
ditetapkan dalam Pasal 19 UUPA, yaitu bahwa penc-ftaran tanah diselenggarakan
dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan.

“ Namun demikian dalam kenyataannya masih banyak tanah-tanah
vang belum bersertifikat, tanah tersebut berupa tanah hak milik adat (tanah
girik) atau tanah negara yang digarap (tanah hak garap) atau bahkan tanah
yang merupakan pelaksanaan program Landreform (Program Redistribusi
Tanah) yang oleh penerima SKPH tidak dilakukan follow-upnya sehingga
belum bersertifikat, °

yang dimaksud SKPH adalah Surat Keputusan Pemberian Hak.

Masih banyaknya anggota masyarakat pedesaan yang memiliki tanah hanya
bisa menunjukkan alat bulti yang berupa Petuk Pajak (kitir pajak) yang pada
dasarnya itu bukan merupakan alat bukti pemilik tanah melainkan hanya sebagai

petunjuk kepemilikan tanah. Sedangkan menurut UUPA yang merupakan alat bukti

kepemilikan tanah ialah sertifikat.

* Boedi Harsono, op. Cit, halaman 425,
¢ Endang Srisanti, “ Oleh-oleh Seminar Nasional Kebijakan Pertanahan
Dalam Era Industrialisasi, “ Majalah FH. UNDIP, 1997, halaman 28,




Di Indonesia masalah-masalah pertanahan sedemikian banyaknya menghiasi
sejarah hukum tanah, baik dalam hal : kepastian pemilikan tanah, pengadaaan tanah
untuk pembangunan, pengadaan tanah untuk perumahan atau pengadaan tanah untuk
fasilitas umum lainnya.

“Dari beberapa kasus tersebut tentunya tidak hanya masalah
hukumnya saja yang menarik tetapi di dalamnya juga terkait segala masalah
sosial yang menyertainya.”’

Dengan demikian untuk bisa menyelesaikan permasalehan yang terkait di
bidang pertanahan seharusnya turut juga memperhatikan masalah-masalah lain yang
menyertainya. Meskipun pendaftaran tanah telah dimulai sejak tahun 1961 namnun
dalam pelaksanaannya mengalami hambatan dan kendala. Hal ini dibuktikan dengan
masih sedikitnya tanah yang telah bersertifikat. Adanya anggapan besarnya biaya
yang dianggap mahal, rumitnya birokrasi pendaftaran dan lamanya proses pembuatan
sertifikat tanah itu memberi kesan sebagai penghambat bagi masyarakat umtuk
mendaftarkannya. Terutama pada proses pendaftaran sertifikat ianah hak milik yang

dilakukan secara sporadik (individu).

B. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka permasalahan pokok yang
diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana proses pelaksanaan pendaftaran sertifikat tanah hak milik secara
sporadik (perorangan) menurut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 di Desa

Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.

" Yos Johan Utamr», “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Hukum Yang
Mengatur Pengadaan Tesah Uniuk Keperluan Pembanguan Masalah-Masalah
Hukum, “ Majalah FH, UNDIP Edisi 11,1988, halaman 33,




2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang timbul dalam proses pendaftaran sertifikat

tanah hak milik secara sporadik.

3. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan

pendaftaran tanah hak milik secara sporadik di Desa Boloh Kecamatan Toroh

Kabupaten Grobogan.

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam suatu penelitian tentunya tidak akan terlepas dari tujuan yang hendak

dicapai, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adatah :

L.

Untuk memperoleh informasi secara langsung dari masyarakat tentang
pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik secara sporadik berdasarkan pada
Peraturan Pemeriniah ( PP ) No. 24 tahun 1997 yang berlangsung di Desa Boloh
Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.

Untuk mengetahui sejauh mana hambatan-hambatan yang terjadi di masyarakat
pada proses pendaftaran sertifikat hak atas tanah dan upaya mengatasinya.

Untuk mengetahui  solusi dalam mengatasi kendala yang timbul dalam
pelaksanaan pendaftaran tanah hak milik secara sporadik di Desa Boloh

Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.




D. MANFAAT PENELITIAN
Kegunaan yang cspat diambil dalam penelitian inj adalah sebagai berikut :

1. Sebagal bahan informasi yang sangat berguna bagi masyarakat dalam
meningkatkan kesadaran akan arti pentingnya pendaftaran sertifikat tanah.

2. Sebagai bahan masukan bagi para praktisi yang terlibat langsung dalam
pelaksanaan pendaftaran tanah.

3. Sebagai bahan untuk menambah khasanah keilmuan bagi para akademisi dan
dunia pendidikan pada umumnya.

4. Sebagai bahan masukan Instansi Pembuat Undang-Undang tentang kondisi
masyarakat yang sesungguhnya tentang pendaftaran sertifikat tanah.

5. Menggugah kesadaran bagi para petugas untuk Iebih meningkatkan pelayanan
terhadap anggota masyarakat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara cepat,

sederhana dan biaya murah.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami isi tesis ini maka
sangat pertu penulis mengemukakan sistematika tesis, sebagai berikut :

Bagian awal meliputi halaman sampul depan, halaman judul, halaman
pengesahan, halaman pemnyataan, riwayat hidup, kata pengantar, darftar isi, daftar
tabel, daftar lampiran dan abstrak.

Bab [ : pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.




Bab IT : tinjuaun pustaka : tinjauan umum tentang hak milik, tinjauan
tentang pendaftaran tanah, pengertian pendaftaran tanah secara sistematik, pengertian
pendaftaran tanah secara sporadik.

Bab Il . metode yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu metode
wawancara, metode observasi, metode dokumentasi, dan teknik analisa data.

Bab IV : hasil dan pembahasan penelitian : gambaran umum keadaan Desa
Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, pelaksanaan pendaftaran tanah secara
sporadik di Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, hambatan-hambatan
yang timbul dalam proses pendaftaran tanah hz;I milik secara sporadik dan upaya
pemecahahnya, manfaat"j/ang diperoleh pemegang sertifikat tanah hak milik dalam
prakteknya di Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan.

Bab V : kesimpulan dan saran,

Daftar Pustaka.

Lampiran,




1 BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

A, Tinjauan Umum Tentang Hak Milik
1. Pengertian Hak Milik

Landasan 1diil daripada hak milik (baik atas tanah maunpun atas
barang-barang dan hak-hak milik) adalah Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945. Jadi secara yuridis formil, hak perseorangan ada dan diakui
oleh negara. Hal ini dibuktikan antara lain dengan adanyu Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria yang diatur dalam UU No. 5 tahun 1960
(UUPA).?

Pengertian hak milik atas tanah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20

ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA), adalah
sebagai berikut :

“Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.”

Dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA dapat disimpulkan hak milik
mempunyai sifat-sifat yaitu turun-temurun, artinya hak itu dapat
diwariskan berturut-turut tanpa perltu diturunkan derajatnya ataupun hal
itu menjaci tiada atau memohon haknya kembali ketika terjadi
perpindahas tangan.”

Sifat terkuat dan terpenuh bukanlah berarti seperti pengertian
yang terdapat dalam hak eigendom vide Pasal 571 KUH Perdata mutiak
tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat namun diartikan disini
sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal UUPA yaitu tekanannya pada
kata depan ter-, artinya paling, dibandingkan dengan hak-hak lain yang
diatur UUPA seperti hak guna bangunan atau hak pakai. Satu dan
lainnya mengingat ketentuan tentang Pasal 6 yaitu mengenai “hak atas

8 Eddy Ruchiyat, Politik Pertanahan Sebelum dan Sesuduh UUPA, Alumni,
Bandunég, 1992, hal. 44
AP Parlindungan, Komentar Aias Undang-Undang Pokok Agraria, Alumni,
Bandung, 1982, hal 65
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tanah mempunyai fungsi sosial,” sebagatmana tersebut pada Pasal 6
UUPA tersebut. '

Istilah terkuat dan terpenuh tidak berarti tidak terbatas. Seseorang yang
mempunyai hak milik dapat berbuat apa saja sekehendak hatinya atas miliknya,
asal saja tindakannya itu tidak bertentangan dengan undang-undang atau
melanggar hak atau kepentingan orang lain. Jadi harus pula diingat kepentingan
umum, seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 UUPA yaitu semua hak atas tanah
mempunyai fungsi soéial. |

Apalagi kita menganut faham bahwa hak milik mempunyai

fungsi sosiz*. Arti daripada hak milik mempunyai fungsi sosial ini jalah

bahwa hak milik yang dipunyai oleh seseorang tidak boleh dipergunakan

semata-mata untuk kepentingan pribadi atau perseorangan, tetapi juga

untuk kepentingan masyarakat rakyat banyak. Jadi hak milik ini harus
mempunyai fungsi kemasyarakatan, yang memberikan berbagai hak bagi
orang lain."’

Pendirian hak milik mempunyai fungsi sosial didasarkan pada pemikiran
bahwa hak milik atas tanah tersebut perlu dibatasi dengan fungsi sosial, dalam
rangka mencegah penggunaan hak milik yang tidak sesuai dengan fungsi dan
tujuannya. Dasar hukum fungsi sosial tercantum di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD
1945 yang berbunyi sebagai berikut :

“Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.”

9 Loc, Cit.
‘' Eddy Ruchiyat, Loc. Cit,
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2. Subyek Hak Milik

Dalam kaitannya dengan hak milik atas tanah, maka hanya Warga

Negara Indonesialah yang 1ﬁempunyai hak milik, seperti yang secara tegas

dirumuskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria.

Ayat | Hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.

Ayat 2

Ayat 3

Ayat 4.

Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat
mempunyai hak milik dengan syarat-syarat,

Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini
memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau
percampuran harta karena perkawinan, demikian pula Warga
Negara Indonesia yang mempunvai hak milik dan setelah
berlakunya Undang-Undang ini kehilangan kewarganegaraannya
waitb melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun ssjak
diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika
sesudah jangka waktu tersebut lampau, hak milik itu dilepaskan,
maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada
negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang
membebaninya tetap berlangsung.

Selama seseorang disamping kewarganegaraan Indonesianya
mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat
mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan

dalam ayat (3) pasal ini.

Dalam penjelasan umum UUPA dalam angka Romawi II angka 5 maka

diketahui untuk pemilikan tanah dipakai azas kebangsaan, artinya sesuai
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dengan Pasal 1 jo Pasal 9 jo Pasal 21 ayat 1 yaitu hanya warga negara

Indonesia yang berhak mempunyai hak milik di bumi Indonesia, '

Dalam hal kewarganegaraan Indonesia tidak dibedakan apakah
ta warga negara asli atau keturunan asal saja dia warga negara
Indonesia. Akan tetapi apabila seseorang disamping sebagai warga
negara Indoesia mempunyai pula kewarganegaraan lain (asing) atau
yang terkenal dengan istilah “berkewarganegaraan rangkap” maka ia
tidak diperkenankan mempunyai hak milik. Tegasnya ia harusnya
warga negara Indonesia saja  atau dengan kata lain
“berkewarganegaraan tunggal” Indonesia saja.”?

Dan sesuai dengan Pasal 21 ayat 3 dijelaskan konsekuensi dari
ayat 1, yaitu manakala seseorang asing baik karena pewatisan tanpa
wasiat atau percampuran harta karena perkawinan atau sescorang
warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya harus
melepaskan haknya dalam waktu satu tahun setelah hilangnya
kewarganegaraan tersebut dengan sanksi hapusnya hak tersebut dan
tanahnya menjadi tanah yang dikuasai negara.'*

Namun jika seseorang warga negara Indonesia kawin dengan orang

asing, maka menurut Surat Edaran Direktorat Pendaftaran Tanah tanggal 2

Nopember 1965 No. 7850/95 yang ditujukan kepada Kepala Kantor

Pendaftaran Tanah di Bukit Tinggi dan disiarkan meluas (rondschryuing)

dinyatakan, jika seorang wanita warga negara Indonesia itu kawin 